RANCANGAN
PERATURAN MENTERI

DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam
penyelengpgaraan kerja sama vyvang terkoordinasi dan
terintegrasi di  lingkungan Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu mengatur
mengenal penyelenggaraan kerja sama di lingkungan
Kemnenterian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perhu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huriaf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di
Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal,

Pagal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebapaimansa
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor &1 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
£994);



Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Namor 367);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGLUNAN
DAERAH TERTINGGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

I

Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan
vang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja
Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai
fujuan bersama.

Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja
Sama dengan Kementerian baik di dalam neger atau luar
negeri.

Naskah Kerja Sama adalah naskah dinas khusus yang
berisi hasil kesepakatan bersama antara Kementerian
dengan Mitra Kerja Sama.

Nota Kesepahaman adalabh naskah Kerja Sama vang
disepakati para pihak yang menjadi landasan bagi
Perjanjian Kerja Sama.

Perjanjian Kerja Sama adalah naskah dinas khusus yang
merupakan penjabaran atau turunan dari pelaksanaan
Nota Kescpahaman yang bersifat teknis.

Unit Pemrakarsa adalah unit kerja eselon I dan/atau unit
kerja pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
Eementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
yvang selanjutnya  disebut Kementerian  adalah
kementerian  yang menyelenggarakan  suburusan
pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan
pemerintahan  di bidang dalam negeri dan
menyvelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
pembangunan daerah tertinggal.

Menteri  adalah  menteri  yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan
menvelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pembangunan daerah tertinggal.



Pasal 2
(1) Penyelenggaraan Kerja S8ama terdiri atas:
#2.  DPErEnNcanaan,
b. pemyusunan;
c. pelaksanaan;
d. perpanjangan dan pengakhiran; dan

e. pemantauan dan evaluas:.

(2] Penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang
mempunyal tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

BAB Il
JENIS KER.JA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Jenis Kerja Bama pada Kementerian terdir atas:
a. Kerja Sama dalam negeri; dan
b. Kerja Sama luar negeri.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 4

(1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a dituangkan dalam bentuk:

a. Nota Kesepahaman; dan
b. Perjanjian Kerja Sama.

(2] Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a, kementenan/lembaga;
b. pemerintah daerah; dan
¢c. mitra pembangunan.

(2} Mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
12} huruf ¢ meliput:

as0siasi;

badan usaha;

lembaga nonpemerintah;

lembaga pendidikan;

organisasi masyarakat; atan

lembaga pengelola dana konservasi.

(4] Mm*a pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] harus berbadan hukum dan terdaftar pada
kementerian yang menyvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hulum.
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Pasal 5
(1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) hurul a disusun untuk dan atas nama
Kementerian.
(2} Perjanjian Kerja Sama scbagaimana dimalsud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun untuk dan atas nama
unit kerja eselon 1.



(1)
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(1)

(2)

Pasal &

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) disusun setelah ditandatanganinya Nota
Kesepahaman,

Kerja SBama terkait pelaksanaan uji kompetensi jabatan
fungsional penggerak swadaya masvarakat dan auditor
dapat disusun Perjanjian Kerja Sama tanpa didahului
Nota Kesepahaman.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 7
Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf b diarahkan wuntuk mendukung
pencapaiatt visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
program prioritas, dan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian di  bidang  pembangunan Desa,
pemberdayaan  masyarakat Desa, pembangunan
kawasan perdesaan, dan percepatan pembangunan
daerah tertinggal.
Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenal Desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan rencana strategis
Kementerian.
Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Kementeriarn.
Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bentulk:
a. Nota Kesepahaman; dan
b. Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakukan dengan Mitra Kerja Sama luar negeri.
Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
lembaga pemerintah negara asing;
orgamsasi internasional;
organisasi mternasional nonpemerintah; dan
subjek hultum internasional lain.
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BAB III
PERENCANAAN KERJA SAMA

Pasal 9
Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tingkat
Kementerian.
Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dmmaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. usulan;
k. penjajakan; dan
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¢. penetapan rencana Kerja Sama.

Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh tim kerja yang ditetapkan oleh
Menteri,

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
scluruh  pimpinan  tinggi pratama di lingkangan
Kementerian.

Pasal 10

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf a diperoleh dari:
pendelegasian dari komitmen strategis nasional;
permohonan dari Unit Pemrakarsa:
permohonan Kerja Sama dari Mitra Kerja Sama;
hasil reviu unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang Kerja Sama; dan
e.  direktif dari Menteri dan/atau Wakil Menteri yang

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui

dISpOSs1S].
t{su}an sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memuat
rincian:
mitra;
bidang Kerja Sama;
tjuan,
ruang lingkup;
Urgensi;
batas waktu pembahasan;
rencana strategis Kementerian; dan
. data dukung.
Usulan dari Unit Pemrakarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk nota
dinas kepada Menteri melalui Sckretaris Jenderal.
Permohonan Kerja Sama dari Mitra Kerja Sama
scbapgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan dalam bentuk surat permohonan Kerja
Sama kepada Menteri.
Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran 1 yang mermupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
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Pasal 11

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf b dilaksanakan dengan calon Mitra Kerja Sama untuk
mengidentifikasi dan menganalisis substansi yang akan
dikerjasamalian,

(1}
=

Pazal 12
Penjajakan yang  dilaksanakan dengan Mitra
Pembangunan didabmilui dengan mekanisme uji tuntas,
Mekanisme uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputs:

a. persiapan;

b. penpumpulan data dan informasi;

c. analisis dan evaluasi;

d. penyusunan laporan uji tuntas; dan
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c. penyampaian dan tindak lanjut laporan uji tuntas,
Tata cara pelaksanaan uji tuntas ditetapkan oleh
Menteri,

Pasgal 13
Berdasarkan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang Kerja Sama melakukan telaahan.
Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan:
a. dasar hukum pelaksanaan kerja sama;
b,  kesesuaian dengan rencana strategis Kementerian;
¢. dukunpgan pendanaan; dan
d. risiko.
Hasil telaahan disampaikan kepada Menteri melalii
Sekretaris Jenderal sebagai bahan penectapan rencana
Kerja Bama.

Pasal 14
Penetapan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf ¢ dilakukan berdasarkan
hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3).
Penetapan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15
Berdasarkan kebutuhan organisasi, Unit Pemrakarsa
dapat mengusulkan Kerja Sama di luar penetapan
rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14.
Usulan Kerja Sama di luar penctapan rcncana Kerja
Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
maksimal 5% (lima persen) dari jumlah penetapan Kerja
Sama.
Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
sampal dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penjajakan Kerja Sama di luar
penetapan rencana Kerja Sama.

BAB IV
PENYUSUNAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Dalam Negeri

Paragraf 1
Nota Kesepahaman

Pasal 16

Penyusunan Nota Kesepahaman dilakukan melalui tahapan:

a.
b.

perumusan; dan
penandatanganan.



(1)

(2]

(3)

Pasal 17
Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melahi
pembahasan dengan calon Mitra Kerja Sama,
Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) minimal memuat:
judul;
para pthak;
maksud dan tujuan;
ruang lingloup;
pelaksanaan;
jangka wakiu;
pendanaan;
pemantauan dan evaluasi:
korespondens;
adendum; dan
penutup.
busunan dan bentuk Nota Kesepahaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 18

Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:

a.
b.

(1]

(2]
(3]

Menteri; atau
Selretaris Jenderal,

Pasal 19

Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 harus didahului dengan pembubuhan paraf

persetujuan,

Paral persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibubuhkan pada setiap lembar Nota Kese

Paral persetujuan sebagaimana dimasksud pada a}rat (2)

diberikan oleh:

a. Sekretaris Jenderal, pejabat pimpinan tinggi
pratama unit kerja yang mempunysi tugas dan
fungsi di bidang Kerja S8ama, dan pejabat pimpinan
tinggl pratama unit kerja yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang hukum untuk Nota
Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri;
dan

b. pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja yvang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama
dan pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum
untuk Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal.

Paragral 2
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 20

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui



tahapan:
a. perumusan; dan
b. penandatanganan.
Pagal 21
(1) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan melalui
pembahasan dengan calon Mitra Kerja Sama.
(2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama minimal memuat:
a. judul;
b. para pihak;
c. maksud dan mjuan;
d. ruang lingkup;
e. hak dan kewajiban;
f.  pelaksanaan;
g. jangka waktu;
h. pendanaan;
i. pemantauan dan evaluasi;
1. penyelesaian perselisithan;
k. korespondensi;
1. adendum; dan
m. penutup.
(3} Susunan dan bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 22

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh pejabat
pimpinan tinggl madya Unit Pemrakarsa,

(1]

(2)
(3]

(1)

(2

Pasal 23
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 22 harus didahului dengan pembubuhan paraf
persetujuan.
Paral persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibubuhkan pada setiap lembar Perjanjian Kerja Sama.
Parafl persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan oleh pejabat pimpinan tinggl pratama yang
mempunyal tugas dan fungst di hidang kesekretariatan
Unit Pemrakarsa, pejabat pimpinan tinggi pratama unit
kerja vang mempunyal tugas dan fungsi di bidang Kerja
Sama, dan pejabat pimpinan tinggl pratama unit kerja
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.

Bagian Kedua
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 24
Kerja Sama luar negeri dilaksanakan berdasarkan
tahapan:
a. perumusan; dan
b. penandatanganan.
Penyusunan Kerja Sama luar negeri sebagaimana



(1]

(2)

(3)

(4]

(1}

(2]

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Perumugan Kerja Sama luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan
melalui  pembahasan  dengan  kementerian  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar
negeri dan calon Mitra Kerja Sama.
Perumusan Kerja Sama luar negeri dalam bentuk Nota
Kesepahaman minimal memuat:
judul;
para pihalk;
maksud dan tujuan;
ruang linglop;
pelaksanaan;
jangka waktu,
pendanaan;
adendum:
korespondensi; dan
.  penutup.
Perumusan Kerja Sama Iluar negeri dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama minimal memuat:
judul;
para pihak;
maksud dan tujuan;
ruang hingkup;
hak dan kewajiban;
pelaksanaan;
jangka waktu;
pendanaan;
pemantauan dan evaluasi;
penyelesaian perselisihan;
adendum;
korespondensi; dan
penutup.
Perumusan Kerja Sama luar negeri scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. jaminan kerahasiaan data dan informasi;
b. perlindungan terhadap sumber daya genetik,
pengetahuan, dan budaya tradisional:
c.  perjanjian alih material (material transfer agreement);
d. kekayaan intelektual;
e. alih teknologi; dan
f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
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Pasal 26
Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) huruf b hars dikonsultagsikan terlebih dahulua
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalukan oleh:
a. Menteri; atau
b. Sekretaris Jenderal.
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BABV
PELAKSANAAN KER.JA SAMA

Pasal 27
Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 2 huruf ¢ dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama yang telah ditandatangani,
Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Unit Pemrakarsa.
Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan
tinggi pratama Unit Pemrakarsa yang tidak
melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 28

Unit Pemrakarsa menyusun rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan selama jangka waktu Kerja Sama.

(1)

(<)

(1)

(2)

Pasal 29

Dalam hal terdapat permasalahan vang discbabkan oleh
salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam
Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani para
pihak, permasalahan akan diselesaikan  melalui
mekanisme penyelesaian perselisihan.

Mekanisme penyelesaian perselisihan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar
operasional prosedur yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 30
Perpanjangan Kerja Sama dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. disepakati oleh Unit Pemrakarsa yang telah bekerja
sama dengan Mitra Kerja Sama; dan
b. mendapatkan rekomendasi dari unit kerja yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
Pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat &
(enam) bulan sebelum tanggal berakhirnnya kerja sama.

Pasal 31

Pengakhiran Kerja Sama dilakukan dengan ketentuan:

a.

b.

.

periode Kerja Sama telah berakhir sebagaimana
tercantum dalam naskah Kerja Sama;

terdapat pelangparan terhadap hal yang telah disepakati
dengan Mitra Kerja Sama;

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang diundangkan setelah Naskah Kerja Sama
ditandatangani; atau

para pihak sepakat untuk mengakhiri Kerja Sama.
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BAB VII
FEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam dokumen
Kerja Sama.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dituangkan dalam laporan yang disusun sleh Unit
Pemrakarsa dan disampaikan kepada unit kerja yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimalksud pada
ayat (1) dilakukan secara digital melalui sistem informasi
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala
paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan,
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Menter melalui
Sekretaris Jenderal secara berjenjang.

Pasal 33
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 dilakukan oleh tim kerja yang dipimpin oleh unit
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja
Sama.
Tim kerja schagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII
DOKUMENTASI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 34

Dokumentas: Naskah Kerja Sama terdiri atas:

4. pemberian nomor;

b. penyimpanan; dan

c. publikasi.

Pemberian nomor bagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan oleh:

a. unit kerja vang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang hukum untuk Nota Kesepahaman dan
Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh
Menteri dan Sckretaris Jenderal; atau

b, unit kerja yang mempunyal tugas dan fungsi di
bidang kesekretanatan untuk Perjanjian Kerja Sama
vang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi
madya selain Sekretaris Jenderal.

Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf

b dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai

tagas dan fungsi di bidang hukum.
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Pasal 35
Dokumentasi Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui aplikasi
sistem informasi Kerja Sama Kementerian.

BAB IX
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 36

(1) Kerja Sama wyang telah ditandatangani sebelum
diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku
sampai dengan jangka waktu Kerja Sama berakhir.

(2) Kerja Sama yang masih dalam proses penyusunan,
pembahasan, atau perpanjangan, namun belum
ditandatangani, proses Kerja Sama diselesaikan
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
Kerja Sama bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembanpgunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Kerja SBama di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1391), dicabut
dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahminya, — memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
EEFUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



- 14 -

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI
LINGEUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

FORMAT USULAN KERJA SAMA

W Bidang Batas Rencana
No. | Mitra Kerja | Tujuan Lflluang Urgensi Walctu Strategis e
Sama inghup Pembahasan | Kementerian | © <408

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SUSUNAN DAN BENTUK
NOTA KESEPAHAMAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
TENTANG

DEEDBRENEE - 5o s ccumn i R s

PRETRRENIY. s o st

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan .... tahun .... [..~..-....}, bertempat di ...... .

kami yang bertandatangan di bawah ini:

: S : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat
berdasarkan ...... tentang ...... , dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Desa dan  Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan
Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.

- SRR e : Menteri/Kepala Lembaga ..., yvang diangkat
berdasarkan ...... tentang ......, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
...... . yang berkedudukan di ..., yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU: PIAK KEDUTA:
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

e

bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas
menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan
lingkup urusan pemerintahan di  bidang dalam negeri dan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah
tertinggal; dan

bahwa PTHAK KEDUA adalah kementerian negara yang mempunyai tugas
menyelenggarakan ......

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya
sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu
Nota Kesepahaman tentang ........ untuk selanjutnya disebut Nota
Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berilout:

(1)
(<]

.

(1)

(2]

(1)

t2)

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah ....._...,
Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk ..........

PASAL 2
EUANG LINGKUP

Ruang linglup Nota Kesepahaman ini meliputi:

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam suatu
Perjanjian Kerja Sama tersendiri vang ditandatangi oleh PARA PIHAK
yang mengatur rincian kerjasama dan hal-hal lain yang dipandang perlu
oleh PARA PIHAK.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada avat (1)
PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan
bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing —
masing PIHAK dan menjadi bagian vyang tidak terpisahkan dari
Kegepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGEA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 [(empat) tahun terhitung
scjak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhin
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau
mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya dan tanggal pengakhiran
Kesepahaman Bersama yang dikchendaki.

FIHAK HESATLU: PIHAK KEDUA:
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{3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya,
apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-
undangan vyang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman
Bersama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan yvang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1} PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama
dan/atau scndiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama
ini paling sedikit 1 [satu) kali dalam 1 {satu) tahumn.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan
masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK terlait
Nota Kesepahaman ini harus disampaikan sccara tertulis ke alamat
scbagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Penanggung jawab  : ...
Alamat JRESEERT
Telepon
Ermaal

b. PIHAK KEDUA
Penanggung jawab S
Alamat E il
Telepon L e
Email k. aanite

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat
korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 [tujuh) hari kerja setelah
terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perla
dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap
mengpunakan alamat korespondenst sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

FIHAK EESATI: PIHAK HKEDUA;
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PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman
ini akan diatur dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

PASAL 9
FPENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing
bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum vang sama setelah

ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing
PIHAK.

PIHAK KEDUA, FIHAK KESATL,

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO
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LAMPIRAN II1

PEEATURAN MENTERI DESA DAN
PEMEANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SUSUNAN DAN BENTUK
PERJANJIAN KER.JA SAMA

LOGO

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
TENTANG
NOMOR: ...coiiiiieiiaens
NOMOR: ....cocoinemnins
Pada har ini ...., tanggal ...., bulan ...., tahun .... {..-..-....) bertempat di ....,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:
; S A Aeoate Y IR R — » Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, VANE diangkat
berdasarkan ..... , dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama ..... , Kementeran
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
berkedudukan di1 ...... , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

. P P wesy yang diangkat berdasarkan ....... 3
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
NAMmaA ..., berkedudukan di ....... A
selanjutnya disebut PIHAK KEDLUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU: PIHAK HEDTA:




)

bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon | Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas ..................... -
bahwa PIHAK KEDUA adalah ......... A AR e e B ; dan
bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut atas
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal dengan ...... Nomoaor: ...... dan Nomor: ..... tentang ....,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya
sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu
Perjanjian Kerja Sama tentang ......, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama,
dengan ketentuan dan syarat-syarat schagai berikut;

(1)
=

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah .........
Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini ........,

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

.

(1]

(2]

(3]

(4)

(1)

(2}

PIHAE EESATI: FIHAK HEDUA:

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN
FIHAK KESATU mempunyai hak:
B i e diean
| PRI : dan
€. rovmrnanas
PIHAK KEDUA mempunyai hak:
B i :
b. ., dan
PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
B ;
b. .; dan
" AT
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
B S '
B s ; dan
B v
PASAL 4
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan scbagaimana dimaksud pada Pasal 2,
PARA PIHAK setuju dan sepakat untulk menunjuk walkil dari PARA PIHAK
sesual fungsi dan kewenangannya.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dijabarkan dan dituangkan
dalam suatu rencana kerja tahunan sesuai kesepakatan PARA PIHAK
yvang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mcrupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.




1]
12]

(1)
€]

(1)
=

(1)

3

PASAL 5
JANGEA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... (....) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PENDANAAN

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA FIHAK sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISITHAN

Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Repubik Indonesia.

Dalam hal terdapal perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul
atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan ......

PASAL Q
KORESPONDENS]

Dalgm ranglca korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian
Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja vang
bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
a. PTHAK KESATU

Penanggung jawab  : ...

Up. .
Alamat
Telepon
Email

b. PIHAK KEDUA
Penanggung jawab
Up. B e
Alamat R
Telepon
Email

PIHAK KESAT: PIHAK KEDITA:




(2]

(3]
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Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat
korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberntahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 [tujuh) hari kerja setelah
terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu
dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespendensi tersebut belum
diterima, maka segala korespondensi penvampaian informasi tetap
menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan
ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTLUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing
bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATLU,

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO



